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3
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

hahwa memenuhi  ketentuan  Pasal 11 Peraturan  Daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih

lanjut  dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan

Talaud tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3688), gk‘



6.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan  Negara Yang Bersih  dan  Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotzisme. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2002 Nomor
21, Tambahdn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4183);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42806);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pém(-:riksa_an P(-‘.ngelo-léan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Neééra Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); .
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1),
Undang-Undang Nomor 33. Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia }g'

A



11.

12.

13.

15.

10.

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 138);

.Peraturan  Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sehagaimana (elah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007  tentang

Perubahan  Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4709,

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia }Q

po



Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pémerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

22, Peraturan - Pemerintah - Nomor 8  Tahun 2006  tentang
Pelaporan  Keuangan dan  Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara ﬂ*&.



Menetapkan :

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun 2006
scl)a.gaima_rm telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negéri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 256 Tahun
2016 (entang  valuasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Pertanggungjawaban
Pelalksanaan "APBD Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan
Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD 7
2015;

Fahun Anggaran

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01,Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015.

[N



Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain - lain Pendapatan vang Sah

Jumlah Pendapatan

]

Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2)  Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4)  Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi l~-lé.sil
7)  Belanja Bantuan Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Rp. 24.087.142.610,00
R.]’).G19.2%3.462.450,00
. 38.154.408.000,00
Rp. 681.515.013.060,00

[rs)
Ze;
<

Rp. ‘283.4 18.817.844,00
Rp. -
Rp. -
Rp. 2.276.004.910,00
Rp. 1.243.415.000,00

Rp. 557.492.000,00
Rp. 56.319.091.400,00
Rp. 342.829.900,00

Rp 344.657.651.054,00

Rp 18.236.796.417,00
Rp 133.700.161.803,00
Rp 189.373.812.726,00
Rp 341.310.770.946,00
Rp  (4.453.408.940,00)

Rp 91.064.182.824,00
Rp 20.121.900.710,00
Rp 70.942.282.114,00

sebagaimana dimaksud

FU

Rp. 66.488.873.174,00

dalam



Pasal 3
Penjabaran laporan realisasi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam Lampiran 1l Peraturan Bupali ini.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Talaud.

Paraf Koordinasi Ditetapkan di Melonguane

Sckretaris Dacrah BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- | k pada tanggal 19 Agustus 201 6\/

Asisten Adm. dan Umum

Kepala Dinas PPKAD

S
"

Kabag., Hukum & HAM

Selkretaris Dinas PPKAD

I y/ SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

*}

L)

Kabid Akuntansi DPPKAD

7

Kasie. Penyusunan LKPD ' /51 ‘

Nomor Register Peraturan Daerah Kab. Kepl. Talaud Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 7 Tahun 2016



Menimbang :

Mengingat

BUPATI KEPULAUAN TALAUD |
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEPANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan
Talaud tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;

[, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1085 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sehagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3688)Y
/f

—



A

0.

9.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

“Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2002 Nomor
21, Tambahdn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4 183);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor <17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia%



10.

13.

14.

15.

16.

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajalk

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, ‘Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
A - \ - 1] . . e -
Pambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomot

5234);

.Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Deu‘:rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor |18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retri’b‘ﬁisi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ‘E’éOOl Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudul{:_gn Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan l%’elwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4709);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesjz;@



19.

20.

21.

22,

23.

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republil Indonesia Nomor 4574);

CPeraluran Pemerintah Nomor 55 Tahun.2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembdran Negara Republik

Indonesia Nomor 4573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 16‘5_4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

Peraturan Pemerintah Non{:br 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
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Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri atas :

X

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 24.087.142.610,00
b. Pendapatan Transfer Rp.619.273.462.450,00

¢. Lain - lain Pendapatan yang Sah  Rp. 38.154.408.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 681.515.013.060,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. v283.4 18.817.844,00

2) Belanja Bunga Rp. -

3) Belanja Subsidi Rp. -

4)  Belanja Hibah Rp. 2.276.004.910,00

5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.243.415.000,00

6) Belanja Bagi Hasil Rp.  557.492.000,00

7)  Belanja Bantuan Keuangan Rp. 56.319.091.400,00

8)  Belanja Tidak Terduga Rp. 342.829.900,00

Jumlah Belanja Rp 344.657.651.054,00

h. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawal Rp  18.236.796.417,00

2)  Belanja Barang dan Jasa Rp 133.700.161.803,00

3)  Belanja Modal Rp 189.373.812.726,00
Jumlah Belanja Rp 341.310.770.946,00
Surplus/(Defisit) Rp (4.453.408.940,00)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp 91.064.182.824,00
b. Pengeluaran Rp 20.121.900.710,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 70.942.282.114,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 66.488.873.174,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

,

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.g



Pasal 3
Penjabaran laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini,

Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inl.

Pasal S
Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengelahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupali ini dengan penempalannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Talaud.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 19 Agustus 2016

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

Nomor Register Peraturan Daerah Kab. Kepl. Talaud Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 7 Tahun 2016



